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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, KANTOR DAERAH, KANTOR

PUSAT DAN URUSAN BERSAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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DEITGAII RAIIUAT TI'HAII YAIIG M.AIIA TSA

GT'BTRITTIR ITUSA TEIIGGARA TIUI'R,

fenlmbang : a.

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi, T\rgas
Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan
Bersama, maka diperlukan adanya kesamaan pola pikir,
persepsi dan pemahaman yang jelas bagi semua pengelola
program mengenai sistem pelaksanaan dan pengendalian
yang efektif dan terpadu;

bahwa untuk menyamalan pola pikir, persepsi dan
pemahaman yang jelas bagi semua pengelola program
mengenai sistem pengendalian yang efektif dan terpadu
serta untuk kelancaran kegiatan dimaksud, perlu disusun
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor
Pusat dan Urusan Bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Pengendalian Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t6+91; f"

Mengtngat : 1.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tanbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

TEilUTTJSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PE"fUNJUK TEKNIS

PEI.,AKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, KANTOR DAERAH,
KANTOR PUSAT DAN URUSAN BERSAMA PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

TiECENTU/II| T'UUil

Pasd 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/ Kota Se-

Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD

Provinsi adalah organisasil lembaga pada Pemerintah Daerah Provinsi
yang bertanggungj awab terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi/ tugas
pembantuan di bidang tertentu di daerah.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai walil Pemerintah dan/atau kepada

Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
T\rgas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota
dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu.
Kantor Daerah adalah kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam
DIPA yang diberikan kepada satuan ke{a pusat yang berada di daerah. ;l

5.

6.

7.

8.



10.

11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

t7.

18.

9. Kantor Pusat adalah kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam
DIPA yang diberikan kepada satuan keq'a lingkup kantor pusat
Kementerian N egara / l*mbaga.
Urusan Bersama adalah unlsan Pemerintah diluar urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan sepenuhnya, yang diselenggarakan bersama
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-
undang.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi
Vertikal Pusat di daerah.
Dana Thgas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh daerah
dan/ atau Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rang}<a pelaksanaan tugas pembantuan.
Dana Kantor Daerah adalah dana yang berasal dari APBN yang
dipergunakan untuk membiayai tugas pokok dan fungsi Kementerian
Negara/ L,embaga yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Daerah/
Instansi Vertikal Kementerian Negara/ kmbaga di daerah.
Dana Kantor Pusat adalah dana yang berasal dari APBN yang
dipergunakan untuk membiayai tugas pokok dan fungsi Kementerian
Negara/ kmb aga yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat
Kementerian Negara/ kmbaga yang lokasinya berada di Pusat dan/ atau
Daerah.
Dana Urusan Bersama adalah dana yang berasal dari APBN yang
dipergunakan untuk membiayai urusan Pemerintah diluar urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang
diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kab/ Kota.
Petunjuk Teknis adalah acuan bo$ Satuan Kerja Pengelola Dana
Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat
lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Kegiatan
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan
Urusan Bersama Tahun Anggaran 2O16.
Desiminasi Kegiatan yang selanjutnya disebut Desk adalah
klarifikasi/ diskusi laporan realisasi kegiatan dana Dekonsentrasi, T\:gas
Pembantuan, Kantor Daetah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama serta
permasalahan rrya. L



BAB II

PELITIISAI|AAN

Pasal 2

Pengaturan Pelaksanaan Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah,
Kantor Pusat dan Urusan Bersama mencakup :

a. prinsip dasar pelaksanaan;

b. tata cara pelaksanaan;

c. peraturanpelaksanaan;

d. penetapan pejabat keuangan;

e. prosedur pengajuan SPP dan SPM; dan

f. penyerahan kegiatan selesai.

BAB III
PEI|GEI|I'ALIAI|

Pasal 3

Pengendalian kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah,
Kantor Pusat dan Urusan Bersama terdiri dari Pembinaan, Pemantauan,
Pelaporan, Evaluasi dan Prediksi.

Paral 4

(1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, meliputi :

a. koordinasi;
b. konsultasi teknis;
c. bimbingan teknis dan administratif ; dan
d. pemberian petunjuk teknis operasional serta sosialisasi aturan/

ketentuan pelaksanaan.
(21 Pemantauan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, meliputi :

a. rapat koordinasi;
b. pemantauan ke SKPD pengelola; dan
c. pemantauan langsung ke lokasi kegiatan.

(3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
meliputi:
a. Iaporan bulanan;
b. laporan triwulanan; dan
c. laporan tahunan. f



(4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

meliputi:
a. desiminasi kegiatan dengan Satker di setiap SKPD per-triwulan; dan

b. rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap Triwulan.
(5) prediksi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, dilakukan dalam bentuk perkiraan / peramalan tingkat realisasi

fisik dan keuangan hingga akhir tahun berjalan.

Pasal 5

(1) Sistem Pelaksanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Pengendalian Kegiatan Dekonsentrasi, Thgas Pembantuan, Kantor
Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2O16, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I : Pendahuluan :

A. Latar Belakang.
B. Dasar.
C. Tujuan.
D. Ruang LingkuP.

: Pelaksanaan Dekonsentrasi. Tugas Pembantuan, Kantor

Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama :

A. Perinsip Dasar Pelaksanaan Dekonsentrasi, Ttrgas

Pembantuan, Kaltor Daerah, Kantor Pusat dan
Urusan Bersama.

B. Tata Cara Pelaksanaan Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan
Urusan Bersama .

BAB. II

C. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran'
D. Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang bertugas
melakukan Pengujian dan Pembayaran serta Pejabat

Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran'

E. Prosedur Pengqjuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar
(sPM).

BAB. III : Pengendalian Kegiatan Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Fusat dan Urusan
Bersama:
A. Sasaran Pengendalian.
B. Metode Pengendalian.

BAB. IV : PenutuP.

{21 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. f,



BAB IV

ITEtrEITTUA,IT PEIIUTI'P

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Frovinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKREI

2016

RAH
PROVINSI NU

<--

Vnnersrsrnrs sALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

ARATIMUR,i^]

FRANS LEBU RAYA

SD
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BAB I
PEI|DAIII'LUAIV

A. LATARBELAIIANG

Pembagian urlrsan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan

bersumber dari Pemerintah Pusat dengan dasar pemikiran bahwa

Pemerintah Pusat tidak dapat secara optimal menyelenggarakan semua

rlrusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Atas dasar

pemikiran ini maka Pemerintah Pusat mendistribusikan sebagian

urusan pemerintahan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Kota melalui mekanisme pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah maupun pemberian tugas pembantuan

kepada Daerah dan Desa.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Kota menjalankan otonomi yang seluas-

luasnya serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pendistribusian urusan pemerintahan dalam tata

hubungan Pusat-Daerah tersebut dimanifestasikan lebih lanjut dalam

proses penganggaran kegiatan pembaagunan. Melalui proses ini
dialokasikan Dana Dekonsentrasi, Trrgas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama untuk membiayai program/

kegiatan pembangunan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Terkait dengan dukungan kebijakan pendanaan dari Pemerintah

Pusat, dalam Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur telah memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

sesuai target kineq'a masing-masing Satuan Ke{a. Hasil evaluasi

pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama selama ini memperlihatkan bahwa

upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

anggararl Pembangunan belum optimal tercapai sesuai ketentuan.
I



Masih ditemukan banyak kesenjangan antara kondisi yang senyatanya

dengan yang seharusnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kesenjangan

yang muncul setiap tahun tersebut di antaranya :

Pettama, mekanisme pelimpahan kewenangan pelaksanaan

Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur dan pemberian

T\rgas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada

Gubernur/Bupati/Walikota/Lurah/Kepala Desa belum seluruhnya

diawali dengan sistem pengadministrasian yang jelas melalui

Peraturan Menteri/ Peraturan Pimpinan Lembaga;

Kedua, keterlambatan penetapan Pejabat Pengelola Anggaran

Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan

Urusan Bersama (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Komitmen serta Pejabat lainnya) oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau

keterlambatan penetapan oleh Gubemur/Bupati/Walikota karena

keterlambatan penyampaian Surat Pelimpahan

Kewenangan / Penugasan dari Kementerian Negara /l*rnbaga untuk

menetapkan Pengelola Anggaran.

Di samping itu, sekalipun Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: Per-66/PB/2OOS

tanggal 28 Desember 2OO5 yang telah mengalami perubahan melalui

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan

Nomor: Per-ll/PB/2011 tanggal 11 Februari 2011 telah mengatur

kewenangan penetapan Pejabat Pengelola Anggaran dalam raagka

Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan

Urusan Bersama, namun belum semua Menteri/ Pimpinan Lembaga

melimpahkannya kepada Gubernur dan/atau menugaskannya kepada

Gubemur/ Bupati/ Walikota.

Keterlambatan penetapan Pejabat Pengelola Anggaran sangat

mempengaruhi ketepatan walrtu pelaksanaan kegiatan pada akht
Tahun Anggaran.

Ketlga, masih beragamnya sistem/mekanisme pemantauan dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan antar Kementerian Negar a/lrumbaga

2



sehingga cukup mempengaruhi elisiensi dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan.

Keempat, keterlambatan penyampaian pelaporan dari
SKPD/Satker/Unit Pengelola Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama kepada Gubernur

Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Kelima, kecenderungan realisasi anggaran dan fisik setiap

bulan/triwulan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berangkat dari beberapa kesenjangan tersebut, maka untuk
menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggar€rn,

dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang efektif dan terpadu

sehingga diharapkan berbagai kemungkinan penyimpangan selama

berlangsungnya pelaksanaan kegiatan dapat dideteksi dan diperbaiki

sejak dini. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur memandang perlu memberikan petunjuk teknis kepada para

pejabat pengelola anggaran pada semua Satuan Ke{a. Diharapkan

dengan Peraturan Gubernur ini, Satuan Keda dapat melaksanakan

program/keglatan sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan hasil

yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa

Tenggara Timur.

B.DASAR

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Perubahannya;

J



6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2OOO tentang Pengelolaan

dan Pertanggungiawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan

Dekonsentrasi, T\.rgas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatr;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Ttrgas Pembantuan;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Perubahannya;

1O. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan

Tim Koordinasi Penyelenggaraan T\rgas Pembantuan

Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 143/PMK.O2|2O|5 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran;

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen

Keuangan Nomor : Per-66/PB I2OOS tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Perubahannya.

TUJUAN

Terwujudnya Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun Anggaran 2O16 yang akuntabel, profesional,

proporsional dan terbuka.
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RUAITG LItrGXI'P

Secara garis besar PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN

PENGENDALIAN KEGIATAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN,

KANTOR DAERAH, KANTOR PUSAT DAN URUSAN BERSAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 iNi

mengatur beberapa tral atbstantif yang meliputi :

Mekanisme Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan;
Prinsip Dasar Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi, T\rgas
Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Ketiga
Bersama;
Tata Cara Pelaksanaan
Pembantuan, Kantor Daerah,
Bersama;

Dekonsentrasi, T\rgas
Kantor Pusat dan Urusan

Pertama

Kedua :

Keempat
Kelima

Keenam

Ketujuh

Revisi DIPA atau Dokumen Lain yang Disamakan;

Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembr.rat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penerbit
Perintah Membayar, Pejabat Fungsional Bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran.
Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); serta

Penyerahan Kegiatal Selesai.
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BAB II
PELAKSA!{AAN DEKONSEI{TRASI, TUGAS PEIUBANTUAII,

KANTOR DATRAII, KAITTOR PUSAT DAN URUSAI{
BERSAMA

A. PRINSIP DASAR PELAITSANAAN AITGGARAIT DEKONSEITTRASI, TUGAS
PEMBAITTUAN, KAITTOR DAERATI, I(AIYTOR PUSAT DAN URUSAIT

BERSAMA

1. Dekonsentrasl

a. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintatr

dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.

b. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah

adanya pelimpahan wewenang Pemerintatr Pusat melalui

Kementerian Negara/Lembaga kepada Gubernur sebagai Wakil

pemerintah Pusat di Daerah, dan dialokasikan untuk kegiatan

yang bersifat nonfisik.

c. Kegiatan Dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh Satuart

Keda Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

d. Gubernur memberitahukan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negarall,embaga yang berkaitan dengan Kegiatan

Dekonsentrasi di Daeratr kepada DPRD pada saat pembahasa.n

RAPBD.

e. penyelenggaraan Dekonsentrasi didanai dari bagtan anggaran

Kementerian Negara/l,embaga yang dialokasikan berdasarkan

Rencala Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

(RKA-KL).

f. penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi

dilakukal secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam

pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.

2. Tugas Pembantuan

a. T1rgas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat

kepada Daerah d,an/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada

Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah
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Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas

tertentu, dengan kewqjiban melaporkan dan

mempertanggungiawabkan kepada yang menugaskan.

b. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan

setelah adanya penugasan Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Negara/tembaga kepada Kepala Daerah.

c. Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan

Keq'a Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kementrian

Negara/Lembaga atas usulan Gubernur, Bupati atau Walikota.

d. Kepala Daerah memberitahukan Rencana Keq'a dan Anggaran

Kementerian Negara/tembaga yang berkaitan dengan Kegiatan

Ttrgas Pembantuan di Daerah kepada DPRD pada saat

pembahasan RAPBD.

e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan didanai dari bagran

anggaran Kementerian Negara/l,embaga yang dialokasikan

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/ t embaga (RKA-KL).

f. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas

Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan

keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

g. Gubernur dapat memberikan T\rgas Pembantuan kepada

Bupati/Walikota/Kepala Desa untuk melaksanakan tugas

tertentu yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi, dengan

kewajiban melaporkan dan mempertaaggungiawabkan kepada

yang menugaskan.

h. Pendanaan dalam rangka T\rgas Pembantuan sebagaimana

dimaksud pada hutttfg dilaksanakan setelah adanya penugas€ur

Pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi kepada Bupati/Walikota/Kepala Desa.

i. Kegiatan T\rgas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada

hutttf g dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/ Kota/ Desa yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

j. Bupati/Walikota memberitahukan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi

yang berkaitan dengan Kegiatan T\rgas Pembantuan



sebagaimana dimaksud pada hutttf g kepada DPRD

Kabupaten/Kota pada saat pembahasan RAPBD.

k. Penyelenggaraan T\rgas Pembantuan sebagaimana dimaksud

pada lutttf g didanai dari bagian anggaran Satuan Keq'a

Perangkat Daerah Provinsi yang dialokasikan berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peranglat Daerah

Provinsi (DPA-SKPD).

l. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan T\rgas

Pembantuan sebagaimana dimaksud pada hutttf g dilakukan

secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam

pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi di

Kabupaten/Kota/Desa.

3. Kantor l)aerah, Nartor hrsat dan Unrsan Bersama.

Prinsip dasar pelaksanaan anggaran Kantor Daerah, Kantor Pusat

dan Urusan Bersama diatur tersendiri menurut Peraturan Menteri

Keuangan dan/atau Peraturan Kementerian Negara/Lembaga

terkait.

TATA CARA PEI.AIIS/TITAATT I'EKOI|SEITTRASI, TIIGAS PEUBAIITUAIT,
I(AIfTOR DATRAII, I(AIITOR PUSAT DA,!T I'RUSAIT BERSAUA.

1. Tata Cara Pelaksaraan Dekonsentrasl

Tatacara pelaksanaan Dekonsentrasi dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai berikut:

a. Pemerintah ( dalam lnl ini Presi.den ) melalui Kementerian Negara

/Lembaga, melimpahkan ss$aglan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di Daerah dan/atau kepada Instansi Vertikal di

uilagahtertentu;

b. Dalam rangka pelimpahan urusan pemerintahan kepada

Gubernur dan/atau Instansi Vertikal di wilagahtertentu, Menteri

dan/atau Pimpinan Lembaga memprakarsai dengan menentukan

jenis kewenangan yang akan dilimpahkan;

c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu

dikonsultasikan dengan Gubernur dan/atau Instansi Vertikal di



wilagah tertentu yang bersangkutan, untuk selanjutnya

ditetapkan dengan PERATURAN PRESIDEN/ PERATURAN MENTERI /
PERATURAN PIMPINAN LEMBAGA.

Gubernur c.q. Biro Pemerirrtahan (selokt sekretariat Tim koordinator
pengetenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan fugas pembanfiian)
berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan l*mbaga terkait unfiik
memperoleh informasi tentang jenis keutenangan AarW ditimpahkan dalam
benfiik Program/Kegiatan Dekonserttrasi gang telah ditetapkan dengan
PERATURAN PRESIDEN/PERATURAN MENTERI/PERATURAN PIMPINAN
LEMBAGA.

Dalam rangka Dekonsentrasi, Menteri/ Pimpinon Lembaga selalst
PengEtna Anggaran m.endeleg asikan keuena ng an kep ada Gttbentur unfitk
menunjuk Kuo.sa Penggurto Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

SPM dan Bendahnra
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor Per-66/PBI2OOS tanggal28 Desember 2005

2. Tata Cara Pemberian Tugas Pembantuan

Tata cara pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada

Daerah dan Desa, adalah sebagai berikut :

a. Pemberi Tugas Pembantuan terlebih dahulu memberitahukan

kepada Penerima T\rgas Pembantuan mengenai adanya rencana

pemberian Tugas Pembantuan.

b. Pemberitahuan rencana pemberian Tugas Pembantuan disertai

dengan rencana biaya, sar€rna dan prasara.na dan sumberdaya

manusia serta keb{jakannya.

c. Apabila rencana pemberian T\.rgas Pembantuan, dinilai layak oleh

DaerahlDesa penerima T\rgas Pembantuan, maka Daerah dan

atau Desa dapat melaksanakannya.

d. Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah

dan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan

Lembaga dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Gtberrtur c.q. Biro Pemerintalwn (selalst sekretariot Tim koordinator
pengelenggaraan kegiataru dekonsentra,si dan fiigas pembanfinn)
berkaordina.si dengan Menteri/ Pimpinan Lemboga unfitk memperoleh
informasi tentang jenis kewenangan Aang difiqaskan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga dalam benfitk Program/kegiatan TLtgas
Pembantrtan kepada Gubentur, Efupati/ Walikota dan Kepala Desa Aang
telah ditetapkan dengan PERATURAN MENTERI/ PERATURAN
PIMPINAN LEMBAGA.

9



e. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan surat penugasan
pembantuan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala
Desa dengan tembusan kepada BAPPENAS. Surat pemberian
T\rgas Pembantuan dilamptkan dengan DIpA atau dokumen
yang disamakan disertai petunjuk operasional kegiatan
mengenai cara-cara melaksanakannya.

D_alam rangka T\qas pemb
P^ao-gguno__Anggaran mendelega_sikan icur"nangan kepada
Gubemur/Bupati/Walikota/KepalaDesaunhtkmenuniik,'
a. Kuosa Pengguna Anggaran,
b. Pejabat yang dibei keuenangan unfitk melakukan tin.dakan gang

mengakibatkan pengefuaran anggaran belanja/ penanggangiiwab
Kegiatan/ Pembuat Komitmen,

c. Pejabat gang diberi kewenangan untuk m.enguji tagilnn kepada
Negara, unfitk menandatangani SPM, dan

d, kndohara Pensefuarant
Pasal 2 ayat 14) Peraturan Direktur Jerrderal Perbendaharaan

Nomor Per-66/W l2OOs 28 Desember 20O5

f. Pemberian Tugas Pembantuan dari
ditetapkan dengan Peraturan Gubemur
dengan tembusan Ketua DPRD.

Biro Pemeintahan m.engadmini.strasikan keutenangan yang
difugaskan oleh Gubentur kepada Bupati/Walikota dan Kepala Desa,
serta gang diatgaskott oleh Bupati kepada Kepala Desa dalam bentuk
Proqam/ Kegiatan T$gas Pembatttuan gang telah ditetoplan d,engan
PERATIJRAN PERATIJRAN BUPATI.

3. Tata Cara Pela&sanaa! Dara l(antor Daerah, Kaator hrsat dan
Unrsan Bereama.
Tata cara pelaksanaan anggaran Kantor Daerah, Kantor Pusat dan
Urusan Bersama diatur tersendiri menurut Peraturan Menteri
Keuangan dan/ atau Peraturan Kementerian Negara/ Lembaga
terkait.

PELAFORAIY PEI"AI(SA.UAAII AIYCrcARAIV.

Dalam rangka monitoring penyerapan pagu anggaran dan kelancaran

pelaksanaan anggaran, Kepala Kantor Wilayah DITJEN

Perbendaharaan wajib menJrusun dan melaporkan realisasi

penggunaan anggaran secara berkala (bulanan) kepada Direlrtur

Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran paling

lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

Daerah kepada Desa
atau Peraturan Bupati
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D. PENEf,A,PA,il P&'ABAT XUASA PENGGTINA ANGGARAN, PEJABAT
PEilBUAT KOUITUEN, PA'ABAT YANG BERTI'GAS UELIIKI'XAN
PEITGUJIAJ{ DAN PERIITTAII PEIBAYAR.AIT SERTA PETAAAT
TInTGAIOI|AL BEIIDAIIARA PEI{ERITAAIT DAIT PEI| GELI'ARAI5.

1. Keteatuan Umum.

Menteri/Pimpinan Lembaga yang menguasai bagran anggaran

mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di

lingkungan Kementerian Negara/ l.embaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur sebagai

pelaksana dekonsentrasi untuk menetapkan para pejabat yang

ditunjuk sebagai :

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

2. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan

Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab

Kegiatan / Pembuat Komitmen.

3. Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Penerbitan

Perintah Membayar.

4. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

mendelegasikan kewenangan kepada

Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Desa yang ditunjuk sebagai

pelaksana tugas pembantuan untuk menetapkan para pejabat

yang ditunjuk sebagai :

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

2. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan

Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab

Kegiatan/ Pembuat Komitmen.

b.

1l

Apabila dilalal}an ,t.ol.sl atas DIPA/ DIPA knetrtara gang telah diselesaikan/
Dolsmen lain Aang disam.alaq maka Kepala futuan Keda segem

dengan melaktkan ,eol.sl PrOt, Sebarann Palet KegfrCar,,

atas dolatmen4olstm.en tersebut



3. Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Penerbitan

Perintah MembaYar.

4. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada point b dan c angka 2 tidak

boleh merangkap sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada

pointb dancangka3 dan 4.

d. Menteri/Pimpinan Lembaga ho;tras mcnetapkan kembalt

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat

keputusan kepegawaian, yang mengakibatkan pembebanan pada

anggaran belanja negara, pada awal tahun anggaran yang

bersangkutan.

e. Tembusan penetapan para pejabat sebagaimana dimaksud pada

pada point b dan c wajib disampaikan kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara.

2. Pers5raratan Calon PeJabat: Kuasa Peagguna Anggaran' Pembuat

Komitmen, PenguJlan dan Perintah Pembalraran, Bendahera

Penerimaan dan Pengeluaran-

Penetapan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM,

Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

PROAEDUR PEI{GA"'UAIT ST'RAT PERUII|TAAIT PEUBAYARAN (SPPI DAN

PEtrERBTTATI slrRAT PEruItTAIr UEMBAYAR ISP}II

1. PeagaJuaa Suret Permlataal Pembeyeran (SPP|'

a. SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat

yang bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan dan

disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku Pemberi Kerl'a

untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM

berkenaan.

b. SPP dibuat dengan menggunakan format sebagaimana pada

Lamplran W Petu4fuk Teknls ini. Kelengkapan persyaratan

SPP diatur sebagai berikut :
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1) Strat Permintaan Pembagaran - Uang Persediaan (SPP-UP).

a) UP adalah uang muka kerja dengal jumlah tertentu yang

bersifat daur ulang (reuoluingl, diberikan kepada

Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan

operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

b) SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran uang muka

kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang

(reuoluing), yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang

bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan, dan

disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku Pemberi

Kerja, untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat

Penerbit SPM Uang Persediaan.

c) SPP-UP dilengkapi dengan Surat pernyataan dari Kuasa

Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, bahwa

Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus

dibayar secara langsung (LS).

Surat Permintaan PembaA@ran - Tambahan Uang Persediaan

FPP-ruq.
a) TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja

untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan

melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan.

b) SPP-TUP adalah surat Permintaan pembayaran uang

muka kerja bagi Satuan Kerja untuk membiayai

kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan

melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan, yang

dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggunglawab

atas pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan kepada

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau

Pejabat lain yang ditunjuk selaku Pemberi Kerja, untuk

selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM

Tambahan Uang Persediaan.
13
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c) SPP-TUP dilengkapi dengan :

a) Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang

Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau

pejabat yang ditunjuk.

b) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran

atau pejabat yang ditunjuk bahwa :

a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan

untuk keperluan mendesak dan akan habis

digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak

tanggal diterbitkan Surat Peintah Pencairan Dana

(sP2D);

3P2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas bebar APBN berdasarkan
SPM.

b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan

ke Rekening Kas Negara ;

c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang

seharusnya dibayarkan secara langsung.

c) Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3) Surat Permintaan Pembagaran - Penggantian Uang Persediaan

(SPP-Gr./.P/.

a) GUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja

untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai,

yang sifatnya membebani DIPA.

b) SPP-GUP adalah surat perintah pembayaran uang yang

diberikan kepada Satuan Kerja untuk menggantikan uang

persediaan yang telah dipakai, yang sifatnya membebani

DIPA.

c) SPP-GUP dilengkapi dengan :

a) Kuitansi/tanda bukti pembayaran.

b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

c) Surat Setoran Pajak (SPP) yang telah dilegalisir oleh

Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

4) SPP untuk Pengadaan Tanatu

t4



Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS,

dapat dilakukan melalui UP/TUP.

Pengaturan mekanisme pembayaran SPP untuk Pengadaan

Tanah sebagai berikut :

a) Surat Permintaan Pembagaran Langsung (SPP - LS);

SPP-LS adalah surat perintah pembayar€rn uang secara

langsung kepada Pihak Ketiga yang dibuat/ diterbitkan

oleh Pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan

kegiatan, dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang dituqiuk

selaku Pemberi Kerja, untuk selanjutnya diteruskan

kepada Pejabat Penerbit SPM Tambahan Uang Persediaan.

Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :

(a) Persetujuan panitia Pengadaan Tanah untuk tanah gang

luasnya lebih dai 1 (satu) heldar di Kabupaten/Kota; (b)

Foto copg bukti kepemilikan tanah ; (c) Kuitansi ; (d) SPPI

PBB tahun transaksi ; (e) Surat pernAataan harga ; (f)

Pemgataan dai penjual bahua tanah tersebut tidak dalam

sengketa dan tidak sedang dalam agunan; (g) Pelepas/

pengerahan hak atas tanah/ akta jual beli dihadopan PPAT;

fhi SSP PPh ftnal atas pelepasan hak; dan (i) Surat

pelepasan hak adat (bila diperlukan).

bl SPP-UP/TU\ kelengkapan persyaratan yang harus

dipenuhi meliputi :

1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu)

hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik

tanah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran.

2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar

dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah di

Kabupaten/Kota setempat dan dilengkapi dengan

daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga
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tanah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran dan diketahui oleh Panitia Pengadaan Tanah

(PPT).

3) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan

melalui UP/TUP harus terlebih dahulu mendapat ljin
dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen PBN/ Kanwil Ditjen

PBN sedangkan besaran uang harus mendapat

dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan yang berlaku.

5i SPP-IS unfitk pembagaran gaji, lembur dan horwr/ uakasi.

a) Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/ gaji

Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan : (i/
Dafiar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kelwrangan Gaji/Uarry

Duka Wafat/Teutas; (2) SK CPNS; (3) SI( PIVS,' (4) SK

Kenaikan Pangkat; (5) SK Jabatan; (6) Surat Kenaikan Gaji

Berkala; (7) Surat Perngataan Pelantikan; (B) Strat
Pemgataan Masih Menduduki Jabatan; 9) Surat Pemyataan

Melaksanakan Tttgas; (10) Dafiar Keluarga $Pfl; (11)

Fotokopi Surat Nikah; 12) Fotokopi Akte Kelahiran; 13)

SKPP; {1fl Dafi.ar Potongan Seua Rumah Dinas; (15) Surat

Keterangan Masih Sekalah/Kuliala (16) Snrat Hnd.ah; (17)

Surat Kematian; serta /18/ SSP PPh Pa.sal 2I. Kelengkapan

tersebut diatas digunakan sesuai peruntukannya.

b) Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran

perhitungan lembur yang ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara

Pengeluaran Satker/SKS yang bersangkutan, surat

perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir

lembur dan SSP PPH Pasal 21.

c) Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan Surat

Keputusan tentang pemberian honor/vakasi, daftar

pembayaran perhitungan honor/vakasi yang

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang

bersangkutan dan SSP PPh Pasal 21.
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6) SPP-IS non belanja Pegawai.

a) Pembayaran pengadaan barang dan jasa; disertai

kelengkapan sebagai berikut :

(1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening

rekanan;

(2) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran mengenai

penetapan rekanan;

(3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

(4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

(5) Berita Acara Pembayaran;

(6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna

Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk;

(7) Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani

wajib P4jak;

(8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang

dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non

Bank;

(9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk Kontrak-

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari pinjaman/hibah Luar Negeri;

(10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format-

format sebagaimana pada Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan

Nomor : Pet66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005.

Berita Acara pada butir (3), (a), dan (5) di atas dibuat

sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan

kepada:

(a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;

(b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang

membuat kontrak;

(c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan

pekerjaan.
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b) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa

(Listrik,Telepon dan Air); disertai kelengkapan sebagai

berikut :

(1) Bukti tagihan daya dan jasa;

(2) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT.PLN, PT Telkom,

PDAM dll);

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan jasa belum

dapat dilakukan secara langsung, Satuan Kerja yang

bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP.

T\.rnggakan langganan daya dan jasa Tahun angga.ran

sebelumnya dapat dibayarkan oleh Satker setelah

mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari

Kanw'il DITJEN PBN sepanjang dananya tersedia dalam

DIPA berkenaan.

b) Pembayaran belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi

dengan daftar nominatif Pejabat yang akan melakukan

perjalan dinas, yang berisi antara lain : informasi mengenai

data pejabat (nama, Pangkat/golongan), tujuan, tanggal

keberangkatan, lama pedalanan dinas, dan biaya yang

diperlukan untuk masing-masing pejabat.

Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh

pejabat yang berwewenang memerintahkan perjalanan

dinas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN.

Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Satker/SKS yang bersangkutan kepada para pejabat yang

akan melakukan perjalanan dinas.

7) SPP untuk PNBP {Peneimaan Negara Bukan Pajak).

a) UP/TUP untuk PNBP diqjukan terpisah dari UP/TUP

lainnya;

b) UP dapat diberikan kepada Satker Pengguna sebesar 20 7o

dari Pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar

Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan

melampirkan daftar realisasi pendapatan dan penggunaan
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dana DIPA (PNBP) tahun anggaran sebelumnya. Apabila UP

tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar

kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan

maksimun pencairan (MP).

c) Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal

sesuai formula sebagai berikut :

lf,P = (PPP r.rSl - JPS; di mnna:
MP = Maksimun Pencairan Dana;
PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan;
JS = Jumlah Setoran;
JPS = Jumlah Pencairan dana Sebelumnya samp&i dengan SPM

terakhir yang diterbitkan.

d) Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN,

satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan

jumlah MP;

e) Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara

terpusat, pencairan dala diatur secara khusus dengan

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tanpa melampirkan

SSBP;

0 Satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing

unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan

bukti setoran (SSBP) yang telah dikonlirmasi oleh KPPN;

g) Besaran PPP untuk masing-masing Satker pengggna diatur

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang

berlaku;

h) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak

boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan

dalam DIPA;

i) Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh

Kuasa PA, dilakukan dengan mengajukan SPM ke KPPN

setempat, cukup dengan melampirkan SPTB;

j) Khusus Perguruan Tinggr Negeri selaku pengguna PNBP

(non BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir

tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkart

kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal

tahun anggaran berikutnya mendatrului diterimanya DIPA
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dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum

dalam DIPA tahun €mggaran berikutnya.

k) Sisa dana PNBP dari Satker pengguna di luar huruf i yang

disetorkan ke rekening kas negara pada akhir tahun

anggaran merupakan baglan realisasi penerimaan PNBP

tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA;

1) Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun angga'ran

yang tidak disetorkan ke rekening kas negara, a-kan

diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP

tahun anggaran berikutnYa.

2. Penerbltan Surat Perlntah Membayar (SPM)'

a. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lainnya yang dituqiuk

untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau

dokumen lain Yang diPersamakan.

b. Setelah menerima SPP, Pejabat Penerbit menerbitkan SPM

dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penerimaan dan Pengujian SPP'

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP'

mengisi check list kelengkapan berkas SPP' mencatatnya

dalam buku pengawasan penerimaan SPP berkenaan'

Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP

dimaksud kepada pejabat penerbit SPM;

2. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai

berikut :

a) Memeriksa seca-ra rinci dokumen pendukung SPP sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku;

b) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui

batas Pagu anggaran;

c) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan

hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
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d.

d) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut

antara lain:

(1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran

(nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan

nama Bank);

(2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau

kelayakannya dengan prestasi ke4ia yang dicapai sesuai

spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

(3) Jadual waktu pembayaran.

e) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasar€ul kegiatan

sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam

DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah

ditetapkan dalam kontrak.

Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-

GUP/SPP-LS, pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM

menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam

rangkap 3 (tiga), yaitu :

1) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;

2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker yang

bersangkutan;

SPM Jasa Perbendaharaan/SPM PFK Bulog :

1) SPM Jasa Perbendaharaan adalah SPM-LS untuk pembayaran

jasa perbendaharaan kepada PT. Pos Indonesia (Persero);

2) SPM PFK Bulog adalah SPM pembayaran perhitungan

potongan dana Bulog yang telah dilakukan oleh KPPN;

3) SPM dimaksud pada angka 1 dan 2 diterbitkan oleh Sub

Bagran Umum KPPN setelah terlebih dahulu dilakukan

pemeriksaan oleh Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara

Umum terhadap kebenaran dan kelengkapan tagrhan yang

diajukan oleh PT Pos Indonesia (Persero)/Bulog.

SPM pengembalian (SPM KP, SPM KPBB, SPM KBC, SPM IB,

SPM BPHTB dan lain-lain) diatur tersendiri;

Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

terlanjur disetor ke Rekening Kas Negara diatur sebagai berikut :
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Bagr Kementerian Negara/Lembaga atau Satker yang

mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh satker

yang bersangkutan;

Bagi Instansi/badan/pihak ketiga yang tidak mempunyai

DIPA, SPM pengembalian diterbitkan oleh KPPN cq. Sub

Bagran Umum sesuai ketentuan yang berlaku;

Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dan 2), SPM yang diterbitkan harus dilampiri surat

keterangan dari KPPN yang menyatakan bahwa penerimaan

negara yang akan dikembalikan kepada yang berhak telah

dibukukan oleh KPPN;

4) Khusus untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada

angka 1), SPM dimaksud harus dilampiri pula Surat

Keterangan Tanggungiawab Mutlak (SKTJM) dari Kuasa PA'

g. Pengembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor ke

rekening Kas Negara dilakukan dengan SPM pengembalian yang

diterbitkanolehSatkerbersangkutandisertaiSuratketerangan
pembukuan oleh KPPN dan dilampiri Surat Setorart

pengembalian Belanja (SSPB) ;

h. SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN dan telah

dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas negara)

tidak dapat dibatalkan. Yang dapat dilakukan adalah :

1) Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan

administrasi sebagai berikut :

a) Kesalahan Pembebanan Pada MAK;

b) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi' kegiatan

dan sub kegiatan;

c) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang

Pada SPM.

2) Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/penerbit SPM'

Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan

SKTJM disampaikan kepada Kepala KPPN' 
1)

1)

2)

3)



F.

Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan sebagai
berikut :

l.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta
dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data
Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui Loket
Penerimaan SPM pada KPPN atau melalui Kantor Pos.
Kecuali bagi Satuan Keq'a yang masih menerbitkan SPM
secara manual tidak perlu ADK.

2. SPM Gaji Induk harus sudah diterima KPPN pallng lambat
taaggal 15 sebelum bulan pembayarao.

3. Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM memeriksa
kelengkapan SPM, mengisi check list kelengkapan berkas
SPM, mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian
SPM dan meneruskan check list serta kelengkapan SPM ke
Seksi Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan DEPKEU
Nomor Per-66/PBl2OO5 tanggal 28 Desember 2005

PEIYYERAIIAN I(EGIATAIT SELESAI.

Kegiatan yang seca.ra fisik dan keuangan telah selesai, baik yang

dibiayai dari dana Dekonsentrasi, Ttrgas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama diserahkan dengan kententuan

sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Dekon'sentrasi Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran menyerahkan hasil kegiatan dan seluruh kekayaannya

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Gubernur dengan

berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan antara

lain kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan KuPang.

2. Dalam pelaksanaan Tltgas Pembanfitan, Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran menyerahkan hasil kegiatan dan seluruh kekayaannya

kepada Menteri/Pimpinan L,embaga melalui GubernurlBupati/

Walikota/Kepala Desa dengan berita acara penyerahan' yang

tembusannya disampaikan antara lain kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kupang.

3. Mekanisme penyerahan kegiatan selesai yang dibiayai dari

anggar€ur Kantor Daerah dan Kantor Pusat diatur tersendiri
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menurut Peraturan Menteri Keuangan dan/ atau Peraturan

Kementerian Negara/Lembaga terkait.

4. Menteri/Pimpinan Lembaga menentukan status kegiatan yang telah

selesai berikut kekayaannya dalam lingkungaanya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam hat hasil kegiatan akan diserahkan pemanfaatannya kepada

pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetqjuan Menteri

Keuangan.

6. Pembiayaan pengelolaan hasil kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Kementerian/l*mbaga wajib mengatur penyediaan biaya

operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan

belanja negara untuk hasil kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya;

b. Pemerintah Daerah/Desa wajib mengatur penyediaan biaya

operasional dan pemeliharaan mela,lui APBD Kabupaten/Kota

atau APBD Desa untuk hasil kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya;

7. Apabila dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga terkait telah

ditetapkan ketentuan baru tentang mekanisme penyerahan

kegiatan selesai, maka ketentuan tersebut dapat dipedomani

sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor

42 Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahtln 2OO4.

8. Untuk kelancaran administrasi Penyerahan Kegiatan Selesai, dapat

mempedomani Format Berita Acara Penyerahan Kegiatan Selesai

sebagaimana tercantum dalam LampltanVIII Pefimtulc ?elcnls ini.
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BAB III
PEilGTITDA}IAITI{IBGI/LTAIS

:DEKOIISENTnASI, TUGAS PEMBAI{TUAN,
KAITITOR,,DAERAII','!(AI{TOR PUSAT DA}I URUSAil',

BERSAilA

Untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah Kantor, Pusat

dan Unrsan Bersama, maka perlu dilakukan pengendalian secara terus-

menerus sesuai prosedur clan mekarrisme serta ketentuan yang berlaku.

Secara konsepsional, P'engendalian Kegiatan pembangunan dapat

didefinisikan sebagai :

Suatu upaAa sistematb untuk memperbandinglcan anrtara pelalcsanaan lcegiatan
pemhangurwn dengary 2tanda/ tolok ukr/ scsamn perenennan gang telah ditetaplcan,
menganalisis lcemungkinan adanya pengimpangan serta mengambil tindalcan pembetulan

Aang diperfutcan agar sasaran kegiatan termpai se&ra efeldif dan eftsien.'

Dalam Petunjuk Teknis ini, pengendalian pelaksanazrn program/kegratan

ditinjau dari 3 (tiea) aspek, yaitu :

al Aspek Sasaran : yakni program/kegiatan yang dilaksanakan selama

kururr walctu tertentu;

bl Aspek Metode : yakni cara yang ditempuh oleh Instansi/Satuan Kerja

yang berwenang dalam mengendalikan pelaksanaan

cl Aspek Area

progrerm/ kegiatan; dan

: yakni lingkup pelaksanaan program/kegiatan

(administratif dan/ atau teknisl yang ditetapkan untuk

meng:fektifkan aldifitas pengendalian.

A. SASARAI{ PENGEITDALIAIT

Sebagaimana diatur datam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor :

23 Tatrun 2014, Untuk melaksanakan urusan pemerintatran umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati/Walikota

dibantu oleh Instansi Vertikal. Dengan mengacu pada ketentuan

tersebut, maka lingkup sasaran pengendalian dalam Pehrnjuk Teknis ini

tidak sebatas program/kegiatan Dekonsentrasi (DK) dan T\:gas

' Disarikan kembali dari RJ.Mockler, The Management Controll Process, sebagaimana dikutip oleh Iman Santosq

Manaiemen Provek Dari Konseotuel Samnai Onerasional, Erlangg4 Jakart4 1997,hal.ll7
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Pembalhran (TP), melainkan juga termasuk dana Kantor Daeratr/

Instansi Vertikal (KD), dana Kantor Pusat (KP) dan dana Urusan

Bersama (UB) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga di Daerah.

B. TBNODE PEITGEITDALIAX

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan aktifitas pengendalian

meliputi pembinaan, pemcultauan, pelaporan, evaluasi dan prediksi.

1. Pembinaan.

Pembinaan pelaksanaan kegiatan dilakukan antara lain dalam

bentuk koordinasi, konsultasi tekreis, bimbingan teknis dan

administratif, pemberian petunjuk teknis/ operasional serta

sosialisasi aturan/ketentuan pelaksanaan. Untuk menjamin

efisiensi dan efektifitas pembinaan maka perlu dibentuk Tim

pembina dan Pengendali lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-

NTT dengan komposisi sebagai berikut :

a. Tim Pembina dan Pengendali lingftup Provinsi'

Pengarah

Penanggung
Jawab

Koordinator

Anggota

Pelaksana
Teknis

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah Provinsi NTT

l. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Provinsi NTT

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraart
Ra}r.fat Sekda Provinsi NTT

3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT

4. Kepala BAPPEDA Provinsi NTT

5. Kepala Kanwil DJPB KuPang.

6. KepalaBiro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi NTT.

7. KepalaBiro Keuangan Setda Provinsi NTT

Tim Desk Percepatan Pelaksanaan
Program/Kegratan dan Penyerapan Dana APBN
(Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Pusat,
ifuntor Daerah dan Urusan Bersama) di Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan Surat Kepuhrsan Gubernur Nusa

Timur.
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Tim Pembina dan Pengendali linglcup Provinsi berada di bawatr

dan bertanggungiawab langsung kepada Gubernur, dengan

tugas pokok sebagai berikut :

1) Melakukan konsultasi teknis/koordinasi dengan Kementerian Negara/

Lembaga yang mengalokasikan Dana Dekonsenftasi, Tugas Pembanfuan,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama dalam rangka

penyelesaian masalah-masalah pelaksanaan kegiatan.

2) Melakukan klarifikasi atas rencana pelimpatran kewenangan dan penugasan

dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga terkait dan;

3) Melakukan koordinasi perencanaan/penganggaran/pelaksanaan

kegiatan/pembinaan lpelaporan Dekonsenfrasi, Tugas Pembantuan, Kantor

Daerah, Kantor Pusat dan urusan Bersama unfuk selanjutnya disampaikan

hasilnya kepada Pemerintatr Pusat.

?im Desk mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untt:k keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan penganggaran serta pelaporan program
kegiatan APBN (Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor
Rrsat, Kantor Daeratr dan Urusan Bersama) di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan
dan penyerapan dana APBN (Dekonsentrasi, T\rgas
Pembantuan, Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Unrsan
Bersama) di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui rapat
koordinasi dan rapat evaluasi bulanan, triwulan dan
tatrunan;

c) Memberikan masukan mengenai langkah-langkatr strategis
percepatan pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan

Karena beranggotalcan ulr,sur Instansi Vertilcal dan Otonom,
maka Ttm Pembina da4 Pengendali lingrup Prouinsi

1. Perenwnaan,' pembiagaan, pelalr.sanaaf:: eualuasi dan
pelaporan, sesuo,i dengan norrna, stand.ar, pedoman,
arahan, dan lcebijakan pemeintah Aang diselaraskan
dengan perencctnaan tata ruang dan program
pembangunan'Da.erah wrta lcebijukan penterintah Da.erah
lainnga.

2. Membeilcan sarara dart pertimbqngan lcepada
berlcenqon ,d.engon ,.:penAelenggaraan . , kewenangan

12 huruf a dan b PP Nomor 7 Tahun 2OO8
Dekonsentrasi dan T\reas Pembantuan.



anggaran bagi SKPD/Satker Pengelola APBN di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

b. Tim Pembina dan Pengendali lingkup Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan di

Kabupaten/Kota, maka Bupati/Walikota dapat membentuk Tim

Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan T\rgas Pembantuan

sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab/ Koordinator;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa

Tenggara Timur sebagai Ketua Tim Koordinasi ;

3. Kepala Bagan Pembangunan sebagai Sekretaris Tim

Koordinasi;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau

yang disebut dengan nama lain, sebagai anggota ;

5. Badan/Dinas terkait yang akan melaksanakan tugas

pembantuan, sebagai ang,gota ;

6. KPPN setempat, dan

7. Instansi/Unit Ke{a lain yang dipandang perlu.

Tim Koordinasi Kabupatenr/Kota berada di bawah dan

bertanggungiawab langsung kepada Bupati/Walikota, dengan

tugaB potok sebagai berikut :

1. melakukan konsultasi/koordinasi dengan Tim Koordinasi

Provinsi.

2. melakukan klarilikasi atas rencana penugasan dari

Pemerintah.

3. melakukan koordinasi pelaporan maupun pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas pembantuan yang dibuat oleh

unit/ instansi perangkat daerah.

4. melakukan koordinasi pelaporan maupun

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas pembantuan yang

dibuat oleh unit/instansi perangkat daerah.
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5. menyiapkan bahan laporan dan pertanggungiawaban kepada

pemerintah tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

Pemantauan.

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

merupakan salah satu instrumen pengendalian yang sangat penting

guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna.

Pemantauan dilakukan dalam bentuk :

a. Tim Pembina melakukan kegiatan rapat koordinasi setiap tiga

bulan sekali yang dihadiri oleh Kepala Satuan Ke{a (sebagai

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran), Pejabat yang melakukan

Pengujian dan Penerbit Perintah Membayar dan Bendahara

Penerimaan dan Pengeluaran. Di samping itu dilaksanakan pula

rapat-rapat yang sifatnya insidentil sehubungan dengan

penyelesaian masalah yang sangat mendesak;

b. Satuan Keda Pengelola Dana yang bersangkutan melakukan

pemantauan kegiatan ke lapangan, sekurang-kurangtya 3 (tiga)

bulan sekali, sedang!<an Pejabat yang melakukan Pengujian dan

Perintah membayar sekurang-kurangrya 1 (satu) kali sebulan ;

c. Hal-hat yang belum dapat diselesaikan di lapangan, dibahas

secara bersama dalam rapat koordinasi triwulanan atau rapat

khusus Tim Pembina/ Pengendali;

d. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan yang

memerlukan penyelesaian secepatnya agar disampaikan dalam

laporan bulanan dan laporan lainnya; dan

e. Biro/Bagian Pen5rusunan Program/Bagian

Pembangunan/BagSan Ekonomi Pembangunan melakukan

pemantauan, baik dalam bentuk koordinasi dengan Satuan Keq'a

Pengelola Dana tersebut, maupun melalui Pemantauan langsung

ke lokasi kegiatan. Pemantauan dilat<ukan untuk mengetahui

tingkat perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dan

sinkronisasi laporan realisasi fisik/keuangan bulanan dengan

kenyataan di lapangan.



Pelaporan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama terdiri dari 3

(t.rga) jenis, yartu Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan

Laporan Tahunan.

Laporan wajib dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Laporan Bulanan.

1) Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan tidak mengatur mekanisme penyampaian

Laporan Bulanan, sementara di sisi lain informasi

perkembangan bulanan pelaksanaan Kegiatan sangat

dibutuhkan, maka Laporan Bulanan tetap harus

disampaikan sesuai hirarki pengorganisasian Satuan Kerja.

2l Penyampaian Laporan Bulanan diatur secara be{enjang

menurut lokasi Kegiatan, Program dan Satuan Kerja sebagai

berikut:

al Penanggungjanaab Kegiatan pada Satuan Ke{a

menyampaikan Laporaa Bulanan kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya kepada Penanggungiawab Program

sesuai Formullr A (Lanplrwt f9) selambat-lambatn5ra 2

(due) hari kerJa setelah berakhiraya bulan yetrg

bersangkutan, dengan tembusan antara lain kepada

Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Prouinsi /V?7, BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL

DJPB Kupang.

Obyek yang dilaporkan antara lain perkembangan

pelaksanaan setiap sub kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya.

bl Penanggurqjawab Program pada Satuan Ke{a

mengkonsolidasikan Laporan Bulanan dari semua

Penanggungiawab Kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya, dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan

Keq'a sesuai Formullr B (Lannpltan fi/ sol,ambat-
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3)

4)

lambatnya 3 (tfgal hari kerJa setelah berakhlrnya

bulaa yaag bersaagkutan, dengan tembusan antara lain

kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Prouinsi 1V77, BAPPEDA Provinsi NTT

dan KANWIL DJPB Kupang.

Obyek yang dilaporkan antara lain perkembangan

pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya.

c) Kepala Sahtan Kerja mengkonsolidasikan Laporan

Bulanan dari semua Penanggungfawab Program pada

Satuan Kedanya sesuai Formulir C (Lanplran I9 dan

menyampaikannya kepada Gubernur c.q. Biro

Administrasi Pembangunan Sekretaiat Daerah Prouirtsi

JVT? selambat-laobatnya 5 (lima) harl kerJa setelah

berakhirnya bulan yang bersaagkutan, dengan

tembusan anta.ra lain kepada BAPPEDA Provinsi NTT dan

KANWIL DJPB Kupang. Obyek yang dilaporkart antara

Iain:
(l)Indikator Kinerja Hasil terulotr dari setiap Kegiatan

(menggunakan sasaran Program yang tercantum pada
DrPAl.

(2) Perkembangan pelaksErnaan dan Indikator Kinerja
Keluaran (output) setiap Kegiatan dan.

(3) Perkembangan pelaksanaan fungsi, sub fungsi dan
prograrn (sasaran dan realisasi tertimbang kumulatifi.

Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Dekor*entrasi

disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Gubernur

c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi NTT dengan tembusan antara lain kepada

BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL DJPB Kupang.

Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tilgas Pembantuan

gang ditugaskan Pemeintah kepada Guberrtur, disampaikan

oleh Kepala Satuan Kerja kepada Gubernur c.q. Biro

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

NT"l, dengan tembusan antara lain kepada BAPPEDA

Provinsi NTT dan KANWIL DJPB Kupang.
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5) Laporan Bulanan Pelalcsanaan Kegiatan Tugas Pembantlf,an

Aang ditugaskan Pemeintah kepada Bupati/Watikota,

disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada

Bupati/Walikota dengan tembusan antara lain kepada

Gubernur NTT c.q. Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi NT"T, BAPPEDA Provinsi NTT

dan KANWIL DJPB Kupang.

Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tlgos Pembanfitan

AarLg difiqaskan Pemerintah kepada Kepala Desa,

disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Desa

dengan tembusan antara lain kepada Gubernur NTT c.q.

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

NTT, Bupati, BAPPEDA Provinsi NTT, KANWIL DJPB Kupang

dan Camat setempat.

Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan TAgas Pembanhtan

Aang ditugaskan Gubemur kepada htpati/Walikota,

disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada

Bupati/Walikota, dengan tembusan antara lain kepada

Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi NTT, BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL

DJPB Kupang.

Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tigas Pembanhtan

Adrlg ditugaskan Gubemur kepada Kepala Desa,

disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Desa,

dengan tembusan antara lain kepada Gubernur c.q. Biro

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

NTT, Bupati, BAPPEDA Provinsi NTT, KANWIL DJPB

Kupang dan Camat setempat.

Mekanisme penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan

Kegiatan Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama,

mempedomani ketentuan lingkup Kementerian

Negara/l,embaga terkait. Namun mengingat fungsi

koordinasi Gubernur, maka tembusan laporan disampaikan

6)

7l

8)

e)
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b.

juga kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi NTT, BAPPEDA Provinsi NTT

dan KANWIL DJPB Kupang. Laporan tersebutjuga dapat di

sampaikan melalui email Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi NIT dengan alamat :

biro ap _b agian4@ ahoo. co.id .

10) Ketentuan penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana

angka I s/d. 9 berlaku sama bagr semua Satuan Kerja

Dekonsentrasi, Tfigas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor

Pusat dan Urusan Bersama, baik yang berkedudukan di

Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota.

Laporan Trlwulanan.

1) Laporan Triwulanan dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : a/

Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan lFormulir A); b)

Laporan Konsolidasi

Kegiatarr per-Program Triwulanan (Formulir B); dan c)

Laporan Konsolidasi Triwulanan Satuan Kerja (Formulir Q.

2) Mekanisme penyampaian Laporan Triwulanan pada

prlnslpnya sana dengan peayanpalan Lapora! Bulanan,

baik menyangkut struLtur Formulir Laporan, obyek yang

dllaporkan, hirarki pcnyampalaa Laporan mauputl

tembusan-tembusannya.

3) Hirarki penyampaian Laporan Triwulanan dan tembusan-

tembusannya meliputi :

a) Laporan Tlhtrulanan Pelaksanaqn Kegiatan, disampaikan

oleh Penanggungjawab Kegiatan kepada

Penanggungiawab Program menggunakan Fonnullr A
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerJa setelah

berakhlrnya trlwulao yaag bersangkutan, dengan

tembusan anta-ra lain kepada Gubernur c.q. Biro

Adminbtrasi Pembangunan Sekretaiat Daerah Prouinsi

lV??, BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL DJPB Kupang.

b) Laporan Konsolidasi Kegiatan per-Program Trhlulanan,

disampaikan oleh Penanggungiawab Program kepada

Kepala Satuan Kerja menggunakan Forrnullr :JJ



4)

selambat-lambatn5ra 3 (ttgal heri terJa setelah

berakhiraya triwulan yaag [srsangkuta!, dengan

tembusan antara lain kepada Gubernur c.q. Biro

Administrasi Pembangunan Sekretaiat Daerah Prouinsi

N7?, BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL DJPB Kupang.

c) Laporan Konsolidasi Tlhtrulanan Satuan Kerja,

disampaikan oleh Kepala Satuan Keqja kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Gubernur c.q.

Biro Adminsitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi NTT menggunakan FonnulTr C selambat-

lambata5ra 5 (ltma) hari kerJa setelah berakhlrnya

trlwrrlaa yaag bersangkutan, dengan tembusan anta-ra

lain kepada BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL DJPB

Kupang.

Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi NTT mengkonsolidasikan Laporan

Konsolidasi Triwulanan dari semua Satuan Kerja menjadi

Laporan Konsolldasi Trlvularaa Gubernur menurut

Formulir C.

Laporan Konsolidasi Tliwulanan Gubernur unfuk

pelaksanaan Kegiatan Delconsent:asi disampaikan oleh

Gubernur kepada Menteri/Pimpinan LPNK terkait scla&bat-

lambatnya 14 (empat belaal hari kerja setelah

berakhirayra trisulan yaag bersangkutan, dengan

tembusan antara lain kepada DIR.IEN Perbendaharaan

KEMENKEU c.q. Direktur Informasi dan Akuntansi, MENEG

PPN/Kepala BAPPENAS c.q. Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris

Jenderal dan DIR"IEN BANGDA.

Loporan Konsolidasi Tlhtrulanan Gubernur untuk

pelaksanaan Kegiatan Tigas Pembantuan gang ditugaskan

Pemenntah kepada Guberrutr, disampaikan oleh Kepala

Satuan Ke{a kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, dengan

6)



tembusan antara lain kepada BAPPEDA Provinsi NTT dan

KANWIL DJPB Kupang.

7) Laporan Konsolidasi Tliurulanan Bupati/Walikota untuk

pelaksanaan Kegiatan Tltgas Pembantuan (TP) Aang

ditugaskan Pem.eintah kepada Bryati/Walikota,

disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Bupati/

Walikota dengan tembusan antara lain kepada Gubernur

NTT c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi NTT, BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL DJPB

Kupang.

8) Laporan Konsolidasi Tlhtrulanan Kepala Desa unfitk

pelaksanaan Kegiatan Tltgas Pemb@nhlan yang ditugaskan

Pemeintah kepo.d.a Kepala Descq disampaikan oleh Kepala

Satuan Kerja kepada Kepala Desa dengan tembusan antara

lain kepada Gubernur NTT c.q. BAo Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NT'I, Bupati,

BAPPEDA Provinsi NTT, KANWIL DJPB Kupang dan Camat

setempat.

9) Laporan Konsolidasi T?iwulanan Bupati/Walikota untuk

pelaksanaan Kegiatan TLLgas Pembantuan $P) gang

ditug a.skan Gub ernur kep ada Bup ati/ Walikota, disampaikan

oleh Kepala Satuan Kerja kepada Bupati/Walikota, dengan

tembusan antara lain kepada Gubernur c.q- Biro

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

NTT, BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL DJPB Kupang.

l0) Laporan Konsolidasi Tliwulanan Kepala Desa untuk

pelaksanaan Kegiatan Tigas Pembantuan gang ditugaskan

Gubernur kepada Kepala Desa, disampaikan oleh Kepala

Satuan Keda kepada Kepala Desa, dengan tembusan antara

lain kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Bupati, BAPPEDA Provinsi

NTT, KANWIL DJPB Kupang dan Camat setempat.

ll) Mekanisme penyampaian l,aporan Triwulanan Pelaksanaan

Kegiatan Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

mempedomani ketentuan lingkup Kementerian



Negara/Lembaga terkait. Namun mengingat fungsi

koordinasi Gubernur, maka tembusan laporan disampaikan

juga kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi NTT, BAPPEDA Provinsi NTT

dan KANWIL DJPB Kupang.

Laporan Tahuraa

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daeratr, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

disampaikan selambat-la:rrbatnya 14 hari ke{a setelah

berakhirnya Tahun Anggaran.

1) Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

disampaikan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran kepada

Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi NTT dengan tembusan kepada BAPPEDA

Provinsi NTT dan KANWIL DJPB Kupang.

2l Latrtoran Talunan Pelaksanaan Kegiatan TAgas Pembantuan

disampaikan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran kepada

Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi NTT/Bupati/Walikota/Kepala Desa dengan

tembusan kepada BAPPEDA Provinsi NTT dan KANWIL

DJPB Kupang.

3) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Bersama lingkup Provinsi tidak hanya melaporkan realisasi

program/kegiatan yang dikelola Satuan Kerjanya, namun

termasuk juga program/kegiatan dari lingkup Satuan Ke{a

pada Bidang Kewenangan sejenis di Kabupaten/Kota.

4l Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri/Pimpinan

LPND terkait, dengan tembusan kepada Dirjen

Perbendaharaan KEMENKEU c.q. Direkhrr Informasi dan

Akuntansi, MENEG PPN/Kepala BAPPENAS c.q. Deputi

36



Bidang Pendanaan Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri

c.q. Dirjen BANGDA.

5) Untuk keseragaman materi laporan maka dapat dipedomani

Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PEITDAIIULUAIS

a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan PelaPoran
c. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menurut

Urusan Pemerintahan.
d. Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelalsana.

BAB II. PEUBIAYAAIT XEG}IATAIT

a. Uraian Pembiayaan menurut Sumber Dana (rupiah
Murnr, Hnjaman/ Hibah Luar Negei, Penerimaan
Negara Bukan Pajakl.

b. Uraian Pembiayaan menurut Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan.

c. Uraian Pembiayaan menurut Kelompok Belanja
(Betania Pegautai, Belanja Barang, Belanja Modal dan
B elanj a B anfii an Sosial) .

BAB III. REALISASIPELAI(SAITAAIT PROGRAU/IITGIATAIT

a. Uraian Realisasi Penyerapan Dana dan Pencapaian
Fisik menurut Sumber Dana.

b. Uraian Realisasi Penyerapan Dana dan Pencapaian
Fisik menurut Program/ Kegiatan.

c. Uraian Realisasi Penyerapan Dana dan Pencapaian
Fisik menurut KelomPok Belanja.

BAB ry. PERUASALAIIAIT DAil I'PAYA PEMTCAHAIT

a. Permasalahan.
b. Upaya Pemecahan.

BAB V. PEIVUTT'P

a. KesimPulan
b. Saran

6) Ketentuan penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana

dimaksud pada angka 7 s/d 5 berlaku sama bagi semua

Satuan Kerja Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor

Daerah, Kantor Fusat dan Urusan Bersama, baik yang

berkedudukan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

4. Enaluasl.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam bentuk

Rapat Evaluasi dan/atau Desk yang dilaksanakan setiap triwulan.

Output evaluasi adalah ditemukannya berbagai permasalahan yang

dihadapi serta dilakukan tindakan koreksi/pembetulan sesuai
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dengan kebutuhan.

Dalam Rapat Evaluasi/Desk ini dilakukan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Materi; sebagai pencerahan/penyegararl dalam rangka

menyatukan persepsi dan pemahaman semua komponen yang

terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan hasil pelaksanaan program/kegiatan. Materi yang

disajikan sekurang-kurangnya menyangkut :

1. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Bersama dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi

Daerah.

2. Proses Perencanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Bersama Melalui Mekanisme Perencanaan Partisipatif.

3. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, T\rgas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Bersama:

(a) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnga.

(b) Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun

Anggaran berjalan.

4. Kajian Umum Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

yang bersumber dari Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Bersama.

5. Sistem dan Prosedur Penganggaran dan Pembahasan

Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor

Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama (termasuk

pembaha.san DIPA, baik di tingkat Pusat maupun Daerah).

6. Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan

Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor

Pusat dan Urusan Bersama.
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a. Pengaji : terdiri dari Pejabat yang berkompeten dalam

pengelolaan Program/Keglatan Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, Kaltor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan

Bersama, yaitu :

(1) Gubernur (c.q. Sekretaris Daerah/Asisten

Perekonomian dan Pembangunan);

(21 Kepa1a BAPPEDA Provinsi NTT.

(3) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi NTT.

(4) Kepala Kanwil DJPB Kupang.

(5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT.

(6) Kepala KPPN Kupang.

b.Arahan Teknis dan Pemaparan Hasil Pelalcsanaan

Program/Kegiatan :

1) Secara umum oleh Gubernur c.q. Biro Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT

menyangkut:

a) Kondisi Umum Hasil Evaluasi Triwulanan Pelaksanaan

Program/ Kegratan Dekonsentrasi, Tlrgas Pembantuan,

Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama

Tahun Anggaran sebelumnya.

b)Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program/Keglatan

Dekonsentrasi, Tlrgas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama Tahun Anggaran

berjalan.

2) Secara detail per-program oleh masing-masing Pimpinan

Instansi/Satuan Kerja Pengelola. Dapat ditetapkan

pemaparan oleh 5 (lima) Instansi/Satuan Keda dengan

tingkat realisasi terbaik dan 5 (lima) Instansi/Satuan Kerja

dengan tingkat realisasi terendah.

c. Diskusi,/Ianga Januab Pleno; menyangkut kondisi umum

perkembangan pelaksanaan program/kegiatan,

permasalahan aktual yang dihadapi serta upaya

pemecahannya.



d..Diskusi/Tanga jauab Antar Personal/Desk; dilakukan

antara Pejabat Pengujian dan Penerbit Perintah Membayar

dengan Petugas Desk, baik dalam bentuk lisan maupun

tertulis.Agar lebih terarah maka disiapkan panduan dengan

materi Desk yang sekurang-kurangrrya menyangkut :

tl Sebaran Paket Kegiatan Delconsentrasi, Tfugas

Pembantuan, Kantor Da.eral\ Kantor Pusat dqn Urusan

Bersama Talatn Anggaran berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :

a) Klarifrkasi status dan jumlah satuan kerja/satuan

kerja sementara pada setiap Instansi/Satuan Ke{a

Pengelola.

b) Klarifikasi jumlah alokasi dana untuk setiap Satuan

kerja/ satuan kerja sementara-

c) Klarifftasi narna Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat yang bertugas melakukan Pegujian

dan Perintah membayar/Pejabat Fungsional

Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran.

d) Klarifikasi rincian lokasi kegiatan hingga

desa/ kelurahan / kamPung.

2lKartu Kendali Pengampaian DIPA/NK/Time

Scledule/ Kurua'5"

Kegiatan-kegiatan Yang meliPuti :

a) Melengkapi DIPA/POK yang belum masuk, termasuk

yang direvisi, baik karena ABT maupun bukan ABT'

b) Mengecek data time schedule dan kurva 'S', dan bila

belum ada, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara

Pengeluaran diarahkan untuk segera melengkapi.

c) Melakukan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat

Komitmen dan Bendahara Pengeluaran menyanglut :

(l) Kesesuaian target fisik dan keuangan pada Tim'e

Schedule/Kurua S dengan realisasinya pada

Laporan Bulanan.
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(2) Deviasi antara target fisik dan keuangan pada Time
Schedule/Kurva S dengan realisasinya pada

Laporan Bulanan.

(3) Alasan terjadinya deviasi/ ketidaksesuaian.

Segera setelah menerima DIPA/DIPA Sementara PenyelesaianlDokumen lain yang
disamakan, Kepala Satuan Ke{a Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan
Kantor Pusat menindaklanjuti dengan menyusun beberapa Dokumen Perencanaan yang
meliputi :

u Petanjuk Operasional Kegiatan (POK).

POK drterbitkan oleh Kepala Satmn Kerja/Kuasa Penggma Anggara4 dengan
mempedomani Peraturan Menleri Keuangan N Nomor 94/PMK02/201j tentang
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Dafiar Isian Pelaksanaan Anggaran POK
sekurang-kurangnya memuat uraian tentang : a) Kode Kegiuan/Sub Kegiatan/
Kelompok MAK (Mata Anggaran Pengeluaran)/MAK; b) Uraian Kegiatant Sub

KegiatailKelompok MAK/MAK/Rincian Belanja; c) Volume: d) Harga Satuan; e)
Jumlah Belanja: t) Sumber Dana; g) Tata Cara Penarikan dan Kantor Bryar (KPPN/
Kode); dan h) Indikator Kinerja (Kinerja Kegiataru'Sub Kegiatan).Revisi terhadap
POK sepanjang tidak merubah DIPA dilakukan oleh Pengguna AnggarawKuasa
Pengguna Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh Format POK
sebagaimana poda Lamphan I.

b. Sebaran Paket Xegiann di Kabupatety' Kota

Penyusunan Sebaran Paket Kegiatan terkait dengan kewajiban Gubernur untuk
melaporkan' menginformasikan paket kegiatan kepada DPRD Provinsi pada setiap

awal Tahun Anggaran, serta untuk memperlancor koordinasi pelalcsanaan kegiatan

oleh Gubernur dan pengawasan pelaksanaan kegiaton oleh DPRD Provinsi di
Kabupatenl Kota
Sebaran Paket Kegiatan Sutuan sekurang ' kurangnya memuqt uraian tentang : a)

Satuan Kerja; b) IJraian Program' Kegiatatu Sub Kegiatan; c) Jumlah Dana

Program/ Kegiataru' Sub Kegiatan (dirinci menurut Rp Murnii PNBPi PHLN); d)

Sumber Dana (Dekonsenlrasi-DKiTugas Pembantuon:TP,'Kantor Daerah:KD/
Kantor Pusat:KP); dan e) Lokasi Kegiatan/Sub Kegiatan (Kabupaten/ Kota/ desd"

kelwaharu wilayah yang lebih kecil).
Dengan adanya rincian Sebaran Paket Kegiatan ini, diharapkan dapat diketahut

secara pasti total jumlah alokasi dana per-Satuan Kerjo untuk setiaP kabuPaten"

kota.
Contoh Format Sebaran Pakel Kegiat(tn tertera pada Lampiran II.

c. Jalwal llafuu Pelakanaan Negiatarl

Setiap Satuon Kerja wajib menyampaikon Jadwl ll'aktu Pelaksanaan Kegiaan (Time

Shedule) yang dirinci menurut Prograrru' Kegiatan/ Sub Kegiatan Dokumen Time Schedule

sekwang-htrangnya memuat data-data sebagai berikut : a) Sunber Dana; b) futuan Keria;

c) (lraian Prograru Kegiatan' Sub Kegiatan; d) Junlah Alokasi Dana Program Kegiatan/
Sub Kegiatan; e) Bobot terhadap Pagu DIPA (dalam %,); fi Kode Target (F:Fisik Bulan

berjalan/ Ft: Fisik Kttrnulatif sampai dengan bulan berjalan/ K:Keuangan Bulan berjalan/
K*:Keuangan sampai dengan bulan berjalan); dan g) Rincian Rencana Penyerapan dana

memtrut Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Kode Target (dalam angka Rp dan "/r).
Contoh Fonnat Jadwat lYaktu Pelaksanaan Kegiotan (fime Sche&ie) sebagaimana

tercantun dalom LonEimn III.
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Kurva'S' merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Visualisasi Target dan Realisasi
Fisik-Keuanganyang akan dicapai dalam jadual *attu pelaksanaan I (satu)tatrun anggaran.

Karena memuat juga visualisasi realisasi fisik dan keuangan bulanan, maka Kurva: 'S'
disampaikan setiap bulan sebagairnana penyampaian Laporan Bulanm Pelaksmaan
Kegiatan.
Knrva 'S' sekurang-kurangnya memuat : a) Sumber Dana; b) Satuan Kerla; c) Uraian
Program/I(egiatan/Sub Kegiatan; d) Jumlah Pagu Dana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan; e)
Bobot terhadap MAK dan Pagu Dana DIPA; $ Rincian Rencana Penyerapan Keuangan
Bulan berjalan dan Keuangan Kumulatif sampai dengan bulan berjalan meourut Program/
Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam %); g Rincian Rencana Pencapaian Fisik Bulan berjalan dan
Fisik Kumulatif sampai dengan bulan berjalan menurut Program/l(egiatan/Sub Kegiatan
(dalam %); h) Rincian Realisasi Penyerapan Keuangan Bulan berjalan dan Keuangan
,Kumulatif sampai dengan bulan berjalan menurut Program/I(egiatan/Sub Kegiatan (dalam

i) Rincian Realisasi Pencapaian Fisik Bulan berjalan dan Fisik .

Fisik Kumulatif sampai dengan bulan berjalan menurut program/kegiatan/sub kegiatan
(dalam o/r); j) Garis Kurva Rencana Kumulatif Capaian Keuangan sampai dengan bulan
berjalan dan Garis Kurva Realisasi Kumulatif Capaian Keuangan sampai dengan bulan
berjalan yang ditumpangtindihkan; dan k) Garis Kurva Rencana Kumulatif Capaian Fisik
sampai dengan bulan berjalan dan Garis Kurva Realisasi Kumulatif Capaian Fisik sampai
dengan bulan berjalan yang ditumpangtindihkan.

, Untuk Satuan Kerja yanf memiliki paket kegiatan fisik konstruksi, wajib menyampaikan
Kurya 'S'. Sedangkan untuk Satuan Kerja yang tidak memiliki paket kegiatan fisik
konstnrksi, tidak perlu menyampaikan Kurva 'S'.
Guna menjamin konsisteffii antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, maka Jadual
Waktu Petaksanaan Kegiatan/I(urva 15' harus diiadikan pedoman baku dalam pelaksanaan
kegiatan dan pelaporau.' Contoh Format Kurva 'S' sebagai.mana tereontum dalam
Lampiron V

Petaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2NM Tentang Tata Cara Pengendolian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pengaturan operasional menyangliart pelaksanaan Dekonsentrasi,

T\rgas Pembantuan, Kantor Daeratr, Kantor Rrsat dan Urusan

Bersama terbaca pada Surat Gubernur NTT

AP.965/ N/ 05/ 2O 1 6 tanggal 1 1 Jarutai 20 16.

3) Kelengkapan Pengampaian Laporan berdasarlcan informasi Karttt

Kendali Peng amp aian Lap oran Bulanan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan :

a) Menghimpun/melengkapi Laporan

Kegiatan yang belum masuk.

Bulanan Pelaksanaan
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5.

b) Menghimpun/melengkapi Laporan Bulanan
Kegiatan yang diadakan secara swakelola
Barang/Jasa yang belum masuk.

Pelaksanaan paket

dan oleh Penyedia

c) Mengarahkan Pejabat pembuat Komitmen dan Bendahara
Pengeluaran untuk menyesuaikan format laporan bulanan
dengan Formulir A, B dan C peraturan pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

d) Menghimpun/melengkapi rincian permasalahan spesifik
pelaksanaan kegiatan fisik yang diadakan seca.ra swakelola dan

oleh Penyedia Barang/Jasa.

e) Dengan mereferensi Data Paket Sebaran Kegiatan, mengecek

pencapaian fisik dan keuangan dari paket kegiatan lisik yang

melibatkan pihak Penyedia Barang/Jasa dan swakelola.

f) Dengan mereferensi Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan

dan Laporan Bulanan Pelaksanaan Paket Kegiatan yang

diadakan secara swakelola dan oleh Penyedia Barang/ Jasa,

melakukan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan

Bendahara Pengeluaran bila ditemukan :

(1) Deviasi/selisih kurang antara target penyerapan dana dan
realisasinya lebih besar dari 5o/o.

(2) Deviasi/selisih kurang antara target fisik dan realisasinya
lebih besar dari5o/o.

(3) Deviasi/ selisih kurang antara realisasi fisik dan realisasi
penyerapan dana lebih besar dari 57o.

Predtksi/Progaosis.

Prediksi/prognosis merupakan suatu rangkaian metode

pengendalian yang dilakukan dalam bentuk perkiraan/perama)an

tingkat realisasi fisik dan keuangan hingga akhir Tahun Anggaran

bedalan. Angka prediksi/progrrosis dapat digunakan sebagai acu€u1

untuk menetapkan kebljakan percepatan pelaksanaan

program/kegratan sehingga target/sasaran kegiatan dapat tercapai

seca-ra efektif dan elisien.

Prediksi/prognosis dilakukan dengan memperhitungkan

/mempertimbangkan beberapa faktor pendukung seperti :
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a. Data realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan bulan-bulan

sebelumnya.

b. Sifat kegiatan yang bersangkutan, apakah kegiatan

fisik/konstruksi ataukah kegiatan non fisik,

pengadaan / pemasokan barang.

Metode prediksi/prognosis yang paling sering digunakan meliputi :

1) Metode statistik/perhitungan aritmatik.

Metode ini lebih cocok digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang

angka realisasinya relatif stabil seiring dengan lamanya waktu

pelaksanaan program/kegiatan. Misalnya untuk kegiatan-

kegiatan fisik/konstruksi, serta kegiatan bidang lain yang

sejenis. Namun kurang cocok dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan yang bersifat pengadaan/pemasokan barang yang

angka perkembangan pelaksanaannya tidak sebagaimala

kegiatan konstruksi.

Prediksi/progrrosis dengan metode statistik perlu

mempertimbangkan metode dan trend realisasi kegiatan dari

bulan ke bulan. Metode Leo,st Squares paling sering dipakai

untuk kepentingan ini karena perkembangan realisasi kegiatan

dari bulan ke bulan menunjukkan suatu rangkaiarr time series.

2) Metode intuitif.

Metode ini menggunakan pendekatan-pendekatan berdasarkan

pengalaman pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, ataupun

berdasarkan perbandingan anta.ra time schedule dan kondisi

terakhir pencapaian riil kegiatan. Angka yang dicapai cenderung

kurang dapat dipertanggungiawabkan secara matematis, namun

sering lebih mendekati kenyataan ketimbang angka prediksi

dengan metode statistik.

Dalam melakukan prediksi/prognosis terutama menjelang akhir

Tahun Anggaran, dapat disajikan secara optimistis dan pesimistis

disertai argumentasi logis yang mendasarinya. Hal ini dilakukan

untuk memberikan gambaran kepada Pengendali dalam mengambil

kebijakan tindak lanjut guna memacu percepatan pelaksanaan

kegiatan.



b. ARTA PEI{GEITDALIA.IT

Area Pengendalian yang ditetapkan adatah pengendatian a.dministratif
manajeial pelaksanaan kegiatan. Penetapan ini didasarkan pada

Kedudukan, Thgas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan

sebagai unsur staf yang memberikan pelaganan

administratif/kesekretariatan kepada Pimpinan, menyangkut

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, baik yang

didanai dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun dari APBN

(Delansentrasi, Tltgas Pembantuan, Kantor Daerah. Kqntor Pusat Dan

Urusan Bersamal.

Dalam ling|<up administrasi program/kegiatan, hal-hal yang

dikendalikan meliputi :

(l) Pengendelian Pengorganisasian Kcgiatan.

Pengendalian terhadap organisasi program dilakukan melalui

penilaian kinerja pengelolaan program berdasarkan laporan-laporan

yang masuk melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Pengeadrllon Pembla5raan Kegtatan.

Pengendalian terhadap aspek pembiayaan program/kegratan

dilakukan dalam bentuk:

a. Identifikasi kemungkinan tumpang tindih pembiayaan antara

program/kegratan APBN dan kegiatan APBD Provinsi. Kegiatan ini

dilalrukan sebagai suatu langkah pengendalian/koreksi terhadap

kemungkinan terjadinya tumpang tindih pembiayaan, terkadang

sala-h satu program atau kegiatan yang berasal dari dua sumber

dana baik APBN maupun APBD. Apabila masih ditemukan

tumpang tindih, maka berdasarkan komitmen antara Pemerintah

dan DPRD Provinsi, diupayakan agar dana APBD dialihkan

pemanfaatannya untuk program/kegratan yang lain sedangkan

program/kegiatan APBN terus dilanjutkan.
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b. Penyelesaian administrasi usulan revisi DIPA.

(3)Pengend,gllaa Jadwal Pelaksanaan Proglam lttme *lvdulQ.
Pengendalian jadwal dilakukan untuk kepentingan percePatan

pelaksanaan kegiatan, yakni dengan membandingkan antara target

taalcttt, target pengerapan biaga dan target penyelesaian fisik di satu

pihak dengan realisasinga di lain pihak.

Dokumen yang harus disiapkan untuk pengendalian pelaksanaan

kegiatan adalah kurva S'/time schedule dan Rekapitulasi Laporan

Bulanan.

(4) Pengendalian Keleagkapan Dokumen Perencaaean Kegiataa.

Pengendalian terhadap kelengkapan dokumen perencanaan program

meliputi:
a. Kelengkapan DIPA, baik DIPA Awal maupun DIPA Revisi.

b. Kelengkapan Petunjuk Pelaksanaan, baik Juklak awal maupun

Juklak Revisi.

c. Keleng!<apan POK, baik POK Awal maupun POK Revisi.

d. Kelengkapan tim.e scledule/ ktrua'S'.
Dokumen yang harus disiapkan untuk pengendalian dokumen

perencanaan adalah Kartu Kendali Penyampaian DIPA/NK/Time

Schedule/Kurua 'S'. Sedangkan aspek yang dikendalikan adalah

kelengkapan, ketepatan waktu dan keakuratan data laporan bulanan

dengan menjadikan Formulir A, B den C Laporan Bulanan sebagai

standar. Output pengendalian ini adalah laporan disampaikan tepat

wakhr sesuai Formulir A, B dan C, serta akuratnya sistem

perhitungan prosentase realisasi fisik dan keuangan. Dokumen yang

harus disiapkan untuk pengendalian dokumen pelaporan adalah

Kartu Kendali Penyampaian Laporan Bulanan.
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BAB TV

PEITUTUP

Untuk adanya kesatuan persepsi tentang kebijakan penyelenggaraan

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan

Urusan Bersama, perlu dibangun pemahaman yallg sama atas hal-hal

yang telah diatur datam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 dan

Perubahannya.

1. Penyelenggaraan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah

dan/atau perangkat pusat di daerah. Ciri-ciri penyelenggaraan

dekonsentrasi dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut :

a. aspek kewenangan, Kebijakan dan pembiayaan oleh pemerintah

pusat ;

b. aspek manajemen mulai dari perencanaan sampai dengart

pelaksanaan oleh Gubernur atau perangkat pusat di daerah;

penyelenggaraan dekonsentrasi hanya sampai pada wilayah Provinsi.

Dengan demikian pelimpahan wewenang/dekonsentrasi hanya dapat

diberikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

penyelenggaraan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa. Dalam hal ini

posisi Gubernur/BupatiiWalikota adalah selaku Kepala Daerah yang

secara garis besar diatur sebagai berikut :

a. pemberian tugas dari Pemerintah Pusat kepada Daerah (Provinsi,

Kabupaten, Kota) dan Desa;

b. tugas pembantuan Gubernur dapat diberikan kepada Kabupaten/

Kota dan Desa.

Ciri-ciri pelaksanaan tugas pembantuan dapat dilihat pada aspek-aspek

sebagai berikut :

a. aspek kewenangan adalah kewenangan yang memberi tugas;

b. aspek pembiayaan oleh pemberi tugas;

d. aspek perencanaan oleh pemberi tugas;

e. aspek jangka waktu pelaksanaan relatif pendek'
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5. Mengingat bahwa Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama sangat terkait dengan substansi

kewenangan pemerintahan, penganggaran, kelembagaan dan sinkronisasi

program-program pembangunan, maka Kementerian/I*mbaga sebelum

melimpahkan kewenangannya atau memberi tugas pembantuan, terlebih

dahulu mengkonsultasikannya dengan Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Bappenas serta Gubernur,

sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2001.

Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, T\rgas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama masih terdapat indikasi bahwa

beberapa Kementerian llembaga yang masih membiayai kegiatan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah tanpa sepengetahuan Gubernur/

Bupati/Walikota. Kegiatan-kegiatan ini dipersepsikan sebagai

pelaksanaan asas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah,

Kantor Pusat dan Urusan Bersama, padahal sebagian dari tugas-tugas

tersebut sudah menjadi kewenangan daerah otonom (asas

desentralisasi). Hal ini disamping menyalahi asas pemerintahan juga

menimbulkan pemborosan karena ada kegiatan yang dibiayai secara

ganda baik dari APBD maupun dari APBN.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penataan di bidang

keuangan/pembiayaan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahurr 2OL4

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan berpedoman pada

berbagai Peraturan Pemerintah di bidang keuangan hendaknya

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan €u:rggaran

sebagai berikut :

a. Discretionary powec dalam hal ini Daerah diberi keleluasaan untuk

mengatur dan menggunakan dana yang dialokasikan sejauh tidak

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tanpa campur tangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

b. Tlansparansi dan Alwntabilitas Anggaran; dalam hal ini Transparansi

merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan

Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungiawab (good

gouernance). Mengingat anggaran pembangunan daerah (baik APBD

maupun APBN) merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian
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kinerja dan tanggunglawab Pemerintah dalam mensejahterakan

masyarakat, maka setiap institusi pengelola anggararl pembangunan

harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan,

sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu

kegiatan atau program yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang

diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan;

c. Disiplin Anggaran; dalam hal ini pemanfaatan anggaran

pembangunan hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat

tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan

penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun senantiasa

memperhatikan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat

dipertanggungiawabkan.

Penetapan belanja publik dan belanja aparatur diklasifikasikan

secara jelas sehingga tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat

anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran

dana;

d. Keadilan Anggaran; dalam hal ini mengingat bahwa angga-ran

pembangunan anta.ra lain bersumber dari paljak dan retribusi yang

dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Pemerintah wajib

mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati

oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam

pemberian pelayanan;

e. Efisier.si dan Efeldiuitas Anggaran; dalam hal ini Dana yang tersedia

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu

untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas

anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas

tujuan, sasa.ran, output, outcomes, benefit dan impact yang akan

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

DemiKian DOKUMEN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN

PENGENDALIAN KEGIATAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN,

KANTOR DA.ERAH, KANTOR PUSAT DAN URUSAN BERSAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 ini dibuat untuk
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dijadikan acrlErn dalam pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi,

T\rgas Pembantuan Kantor Daerah dan Kantor Pusat.

Kepada seluruh Kepala Satuan Kerl'a Perangkat Daerah dan Pimpinan

Instansi Vertikal Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta perhatiannya agar

meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program/ kegratan di Instansi/ Satuan Kerja masing-masing.

Kepada pengelola program/kegiatan/Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Penerbitan

Perintah Membayar/Pejabat Fungsional Bendahara Penerimaan dan

Pengeluaran dan semua pihak yang terkait diminta agar melaksanakan

tugas dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh dedikasi, disiplin,

rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga hasil dari pelaksanaan

program/kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

It^lGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURNOMOR: I TAHLTN 2016
TANGGAL | ,/ trA b/4ar.)20rc

Bagian Anggaran
Unit Orgfiisasi
Satuan Kerja
Program

Sasaran Kerja

PETUNJUK OPERASIONAL KEG]ATAN (POK)

Kode Keg/ Sub
K€g/ Kelompok

MAK/ MAK

Uraian Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Rincian

BelnDia

Ilarga
Satuan

Volume Jumlah
Belanj&

KPPN/Kode lndikator Kincrja

lv,ttat},.xB

k.**,,l,**;;
zzzz

xli..tyytyy

t!.l.w.zzzzzz

zzz2zz

xxxx.n 4.yy

w!)t/. zzzzzz

zzzz

(6)

lAruian Kegatan
I

I

Uraiah Sub Kegidtan

Uruian Kelonpok MAK

Uroian MAK
-rincian belanja
-rihcian belanja
-rincion belahja
-rinciah belahja
-rincian belanja
-rircian belanja

Uraian Sub Kegidtsn

Uruian Kelompok llAK
Uruian MAK
- ncian belanjo
-rincian belanjo
-rincian belanja
-rincian belanja
-inrian bela4jd
-rincian belanja

Uruia Sub Kegidton

Uruiah Kelompok MAK

UraianMAK
-rinciah beld4ia
-finciah belanja
-tincian belqqja
-rincion belanja
-rincion belanja
-rircian belanja

(7)

RPn

(91

Rpnrrol

( 10) (1t)

Kineja sub l<zgiatarl

Kineia sub k"giatan

Knerja s b kegiatan

(12)

P€jabat E!€lon I Kcmenicriu Negtra/
Lcmbaga,

xtxxxxwxxxxx]d**xsxtwx ( I j )
NI P. xxwsrfifi tx\a$$xxxx ( I 4 )

Kussa Penggutra Anggar8n,

xr$xrraxstxs$$xxra ( I 5 )
NlP.xrxtxrsxnatxl5

J 
cunrnNun wsA rENc,cARA rMUR- /,#
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LAMPIRAN VtI : PERATTJRAN GTJBERNUR NUSA TENGGARA TIMI,R
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANCTGAL : /*fOA{&^i 2016

SUMT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPPI

Tat8d:(l) Ndmi(2)

Situ P.nb.rrftr 6
rrrriir.d'h6,tm m

l. D.pcrt d'.o{,.d5.9: (r)
2. UrnorSrd!.si : (5)
3. Snrr./ SKS : fr)
4. L.*ai : (8)

,. T6e.. : (9)

6. -ALrtrd : (r0)

Yih Pcj.b.r Ptn. A SE t P.tid.h Md.}l'
Sdka,Sd..rrffirs. ...........(15)................
di......__........ (16).......................

7. K.gi.lu :

8. Kod.r'.gide :

9. Kod. fung4 $b FllDgri, ft!8. :

l0 f6l/r,ego P.Lk!.iu.r

ol)
(r2)
(13)

(14)

aadrskrl D[Pr0r............ Nom: (lE)..................... rassl .... (t9)...... b.!.ln iDi tDi lju5| FrEi,is
p.ob.yr.[ r&sri bcrikut :

L Jur{.h p.llh.yra yEt iliDid.t a

6. Mcquyri r*ain8

7. N(rEduTatadSPr!-&ol!.k
8. Nihi SPK / KGtnt
9. D.aFr p.rj.b.d

: das.n Ed. : 00)
d.or',rtud : (21)

: (22\
: (23)

: (24)

: (2r)
: (26)

: N@lq trk6i.r : (27)
| (2E)

Rp. (29)

Dii.riD dd p.oguji SPP/ p.oatft sru
Slrka/ S![((r SrtEdrr .. .. (57)

Ptd..rggd (58)

MP

... ... .. . .., blllgEl a€pa.I dn8
P+b.t Pclrbl].l lO. tlrEn
S.dcr/ S.to. S.n|dtu ..... (50)

NIP

Iffiur.......,* I*-t*t t''*

69

BERSA}iGKITA}.i

DALAM DrPAJ (30) -.....

PAOTI

DAI,AM
DIPI4'/(3r).......

(R")

SIPAPM
.d YANO

IAII'I
(R?)

SPP TNI

(R?)

JUMI.AH
d, SPP INI

(RP)

stsA DANA
(RP)

2 3 5 7
I. t.!GIATAN, ST-IB KECAITAN, MAK

(32) (t3) {-14) (ss) {36) (37)

T, SEMUA KEGIA'TAN

(43) l44J (45) (46) (n (48)

( )

I-AMPIMN Em Dohr!
@ Iktd*urg:......(5,{). B.r*r



l. Kddaid/

2. Urn dgdiGi
3. t lai
4. X, rkrl l.aua :

K6j.
5. ALMr

()
()
()
()

a.n. Krasa P€ngguna Anooaon

P€rhhlat Kdnifr|ei.

Nama

NIP,

70

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

,.oi 8PP

l.
2.

6, DIPANM

E. Ko& sub K.8litI

P6gu Sub rcgdld
Rp.

l0 Inh

No. J@iLh Koto. Ylng
d;br)ar*o (Rp)

Tlttd
N@o.htri N.rn! P.d.rilnl drn K.p.rlu MAIi

Jualrh SPP ini Gr)
SPM/SPP r.b.luar sPP itri ltr t bjl rlb taidl, itri

Jua th s.d SPP hi !rr! b.bm 3ub kegi.r6 iri



NOMOR URAIAN ISI NOMOR URAIAN ISI
(1) Diisi tanggol Perrcrbit$ SPP. (31) Diisi sen d€agan nonor 17.

(2> Dibi nomor penerbitafl SPP. (32) Diisi kode kegiatr& sub kegiatm drn MAK ybs.

(3)
Dipilib salah satu I =uP 2=TU? 3=cUP.4=LS.5
= GU Nihil. 6 = CU Pen€Eorti RK (untuk cU Nihil
Rekeni[g Khusus sa&6, satu SPP diterbitkan 2 SPM
yaitu : SPM Nibil dan SPM Penf8orti).

(33)
Diisi mgka pagu masing-masing MAK ddom satu kegistan.

(34) Diisi akurnulasi nilai SPP/SPM l,g teloh disJukon.

(35) Diisidengan nilai SPryang diajukrn sa.t ini.

(4) Dpilih salah satu : I = Pengplurao Ane;gprau (?A). 2 =
Pagaobiko Uang Mata Anggaran (Pt MA). 3 = PFK. 4
= Peo8. TraDsito. 5 = Perth. RK. 6 = Pernbetulao

Pembul:uen.

(36) Diisi penjunlaha$ nilai kolom 4 dan kololrl 5.

(37) Diisi hasil pengurangan nilai klrn 3 dengaa kolom 6.

(38) Disi junlah nomor unn I pada koloro 3.

(5) Diisi rlama dan kode Kementerian/ lembaga ybs. (3s) Diisi jun ah nomor urul I pada kolo6 4.

(6) Diisi nafia dan liode Unit Eselon I Kernenteriad lJrnbaga (40) Diisi Junlah nomor urut I pada kolom 5.

yang bersangkutan. (41) Diisi jumlah nornc,r wut I pada kolom 6.

(1) Disi nama dan kode satkcr/ SKS yang bersangl_utan. t42) Diisijumlah nomor uflt I psda kolom 7.

(8) Diisi mlna dan kode Provinsi salker. (43)

(e) Diisi nama datr kode Kota/IGbupaten sstker ybs.
tnlsl Looe semua x€8urrn
dokumen ymg disdnskan.

( l0) Diisi &lamat sa&erl SKS yang bersangkrtan.

(l t) Diisi nsma kegiatan yang bersanSliutan. (44)
Diisi pagu sernua kegiatsn dalen dokumed anggaran

(DIPA,iDIPP/SKPA,/SKO atau dokurn€n ymg disarnakan).(12) Diisi kode kegietan yang bersangkutan.

(13) Diisi kode fihcsi, sub dm proprom tang bersaogl:u6n-

(t4) Diisi kode : (KD) utrtuk Katrtor Daerall (KP) untrk
Krntor Pusst, (DK) unntk HoDs€otrasi, (PB)

Pemb.ntudL (Ds) Desenlralisssi.

Diisi nama satker/ SKs ysDg bers@gkutarl.

(45) 
Diisi krmrulatifjumlah smrua kegiat n sampal dengro sPP rlu-

(46) Diisi deoaan rulai SPP yaac diaiukan saat ini.

(ls) \47) Diisi iur ah L:umulatifseluruh kegiatar

( l6) Diisi nalna Kota,{fubupatetr satker }6s. (48) Diisi sisa dana seluruh kegiatEl

(l?) Diisi jenis dolarrnetr anggaran ,yeu di$ftakan
(DIPA/DIPP/SKPA,/SKO slau dokumen ym8 disamakan).

{49) Diisijur sh noinor urut II pa& kolom 3.

(50) Diisi jurD.lsh nornor urut II pada kolom 4.

(51) Diisi jun ah mrD{r urut II pada kolom 5.

( 18)
,l^1"'-- "-.-"."- r."..,ii.--"L"- \s2) Diisi iwr ah nomc,r urut ll pa& kolom 6.

(DIPA,/DIPP/SKPA,/SKO stau dokwnen yang disanalian). (53) Diisi jumlah nomor ulut II pada kolom 7.

(le) Diisi tanggal Penerbitan dokurnen anggaran. (s4) Diisi jumlah laiDpirrn dokEnen petrduhlrlg ysng diperlukoo.

(20) Diisi jumlah dana yang diminta denSaD an*a. (ss) Difui jurdah sulat bukti peageluaran yang diperlukan.

(21) Diisr jumlah dana yang diminta dengan huml.
(56)

(22) Diisi keperlu& pernbayaft[

(23) Diisi jenis belanja bosaagkuta, (belsaja pegawai/ helaoja

bar&g/ belanjo modaY dsr).

(57) Diisi oarlta salker/SKs penguji SPP/penerbit SPM.

(s8) Diisi tsnggal penerimaan SPP.

(24t Disi nana pihak penerima pembayarsl (5s) Diisi rlama sa&erlsKs pqjabot pembuat komiheo.

(25) Diisi alamat pihsk penerma pembaymar.

(26) Diisi nana bark teEpat rckening pihak pen€|r|ma

pernbayaran.

(21) Diisi itomor rek€ning pihak penerima pembayaran.

(28) Diisi nomo dan tanggal SPK/ konrak yong diajukan
pernbsyaran oleh pihak ketiga (LS).

(2e) Diisi Dilai SPIJ konE.k yotrg diajukso ped$ayaran oleh

pihak ketiga (LS).

(30) Diisi s{rn! deogan nomor I 7.
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Format SPTB untuk SPM GU

Kode Satuan Kerja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor: ... . ...... .(1)

1*"x'TTY!lL*^tV/-L rnexs l-r,nv y{
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LAMPIRAN VIII: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL z 2016

KOP SATUANKERJA
KEGIATAN

BERITA ACARA PENYERAHAN KEGIATAN SELESAI.)
NOMOR:

Padahari......... tanggal ........ bulan....... Tahun.......... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : KepalaSahranKerja............berdasarkanSK..............No.........tanggpl
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : DRS. FRANS LEBU RAYA
Jabatan : Gubemur Nusa Tenggara Timur
selanjutnya disebut sebagai PITIAK KEDUA.

Berdasarkaa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar4 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, telah mengadakan penyerahan kegialan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan kegiatan
Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan**' dan seluruh kekayaannya sebagai berikut :

Peke{aan
Volume pekerjaan
Nilai pekerjaan
Pelaksana
Nomor/ Tanggal Kontrak
Dasar

l. Nomor : .........
2. Tanryal:

2. PII{AK KEDUA menerima hasil peke{aan kegiatan dan seluruh kekayaannya dalam keadaan baik dan
Iengkap, untuk ditindaklanjuti dengan permohonan kepada Menteril Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran untuk penentuan status kegiatan selesai.

3. Sambil menunggu proses penetapan kegiatan selesai oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka terhitung
mulai tanggal penyerahan, Kepala Satuan Kerja dapat mengupayakan pengurusan, pemanfaatan dan

pemeliharaan hasil kegiatan selesai berikut kekayaannya bagi kepentingan pelayanan masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan seperlunya.

DIPA

PITIAK KEDUA
YANGMENERIMA

PIHAKPERTAMA
YANGMENYERAHKAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA SATUAN KER'A

DRS. FRANS LEBU RAYA
NIP.

t) Khusus untuk Kegiatan Dekonsentrasi alan Tugas Pembantuan-
-) Coret yang tak perlu

[^1 cuaeaNun NUSA rENC,cA *fy I

' 'f^AV--I- rRlxslmuR td
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Ll

BAB IV

XETENTUAN PE!TU.I\'P

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2ot6 /t

,r*rro .L
\ 

cueenxuR NUSA TENGGARA TTMUR,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2016

SEKRE"T+RIS DAERAH
PROVINSI NU$iil, TENbCARA TIMUR, Uil\ lh/rree)

t'--

- rn-efislsKus sALElr

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

,

L rnarcs r.nsu



BAB IV

XETENTUAN PEITUTI'P

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2016 ll

F{ cunennuR NUSA TENGGARA TIMUR,I-
,,

I rmns L,,B, ea{

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2016

r SEKRETARISDAERAH
L pRovrr.rsr Nufl rerlcARA IMUR, F{

ilA
J"**"r"ors .ALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

+.--



BAB TV

XETEICTUAT PEITUTT'P

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal W Aawazt 2016 

/)

\ 
cunenxuR NUSA TENGGARA rtMUR,la

tr-ilQr, FRAIIS LEBU Briyn

Diundangkan di Kupang
pada tanggal l\AAeu*e 2016

SEKRE"TARIS DAERAH
L pnounsr nuff, tnlccARA IMUR, [^J

y-",^q) I

.<-.--

J rnanslsmls sALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6Pf



dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi,

T\rgas Pembantuan Kantor Daerah dan Kantor Pusat.

Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan

Instansi Vertikal Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta perhatiannya agar

meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program/kegratan di Instansi/ Satuan Kerja masing-masing.

Kepada pengelola program/kegiatan/Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Penerbitan

Perintah Membayar/Pejabat Fungsional Bendahara Penerimaan dan

Pengeluaran dan semua pihak yang terkait diminta agar melaksanakan

tugas dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh dedikasi, disiplin,

rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga hasil dari pelaksanaan

program/kegratan tersebut dapat memberikan manfaat bagt peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

\ 
cueenNuR NUSA TENGGARA T.MUR, I

f-'-^^''rD
[ 

"*orr" 
L,,Bvr*<

50



dljadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi,

Tugas Pembantuan Kantor Daerah dan Kantor Pusat.

Kepada seluruh Kepala Satuan Ke{a Perangkat Daerah dan Pimpinan

Instansi Vertikal Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta perhatiannya agar

meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program / keglatan di Instansi/ Satuan Kerja masing-masing.

Kepada pengelola program/kegiatan/Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Penerbitan

Perintah Membayar/Pejabat FUngsional Bendahara Penerimaan dan

Pengeluaran dan semua pihak yang terkait diminta agar melaksanakan

tugas dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh dedikasi, disiplin,

rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga hasil dari pelaksanaan

program/kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

t 
cueenNuR NUSA TENGGARA TIMUR, /

rRANS LEBU

50



dijadikan acuan datam pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi,

Tugas Pembantuan Kantor Daerah dan Kantor Pusat.

Kepada seluruh Kepala Satuan Kerl'a Perangkat Daerah dan Pimpinan

Instansi Vertikal Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta perhatiannya agar

meningkatlan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program/keglatan di Instansi/ Satuan Keg'a masing-masing.

Kepada pengelola program/kegiatan/Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian dan Penerbitan

Perintah Membayar/Pejabat F\:ngsional Bendahara Penerimaan dan

Pengeluaran dan semua pihak yang terkait diminta agar melaksanakan

tugas dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh dedikasi, disiplin,

rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga hasil dari pelaksanaan

program/kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

I rnens r,pau

I 
oueenNuR NUSA TENGGARA TTMUR, I
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